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  َ  Kasrah i 
  َ  Ḍammah u 
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Huruf 
Nama 
Gabungan 
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Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
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و   َ  Ḍammah dan wau  
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ىَمَر : ramā    
 َلْيِق : qīla 
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Ta Marbutah (ة)  
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a. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, 
transliterasinya adalah t. 
b. Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) 
itu ditranliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْلاَفْط ْلْا ُةَضْوَر  : rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 
 ْةَر َّوَنُمْلا ُةَنْيِدَمَْلا  : al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
                                      Munawwarah 
 ْةَحَْلط   : Ṫalḥah  
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Kata Kunci : Alat Kontrasepsi Vasektomi, Tubektomi 
 
Vasektomi dan Tubektomi adalah alat kontrasepsi dalam dunia medis berfungsi 
sebagai pemandulan permanen bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum, Undang 
Undang No. 52 Tahun 2009 mengizinkan praktek ini, sementara ketetapan hukum 
memberlakukan alat kontrasepsi berupa vasektomi dan tubektomi dalam Fatwa MUI 
No. 22 Tahun 2011 mengharamkannya. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apa 
landasan hukum vasektomi dan tubektomi menurut Undang Undang No. 52 Tahun 
2009, dan apa landasan hukum vasektomi dan tubektomi menurut Fatwa MUI. No. 22 
Tahun 2011, dan bagaimana tinjauan Fatwa MUI. No. 22 Tahun 2011 terhadap 
vasektomi dan tubektomi dalam Undang Undang No. 52 Tahun 2009. Dalam 
penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, 
undang-undang atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. 
Sedangkan dalam teknik analisis data menggunakan metode content analisis, yuridis 
komperatif. Hasil analisis terhadap fatwa MUI dan Undang-Undang, dapat 
digambarkan bahwa MUI mengharamkan mutlak penggunaan alat kontrsasepsi baik 
vasektomi dan tubektomi dengan alasan merusak raga dan jiwa manusia, pemandulan 
dilarang oleh agama, vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, 
dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat 
disambung kembali. Undang-Undang di Indonesia memberi kebebasan untuk 
menggunakannya, dengan dasar dapat dipertanggujawabkan dari segi agama, norma 
budaya, etika, serta segi kesehatan. Adapun dalam ilmu medis sudah ditemukan alat 
untuk memulihkan pemandulan, akan tetapi kemungkinannya kecil dapat pulih, maka 
dari itu ketetapan hukum vasektomi dan tubektomi masih tidak boleh digunakan oleh 
umat Islam di Indonesia. 
 
1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Dinul Islam 
merupakan salah satu Legal System yang eksis di samping Legal System yang lain 
seperti Ramano Germanic (Civil Low), Common Low, Sosialist Low, maka hukum 
Islam yang di warisi oleh Rasulullah SAW akan hidup dan terus bergerak sesuai 
dengan perkembangan hidup manusia. Kemudian Islam juga sebagai filter dari 
pengaruhnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang semakin 
berkembang yang memdampingi kehidupan manusia.    
 Hukum Islam berkembang seirama dengan gerakan perkembangan zaman, 
yang berubah karena kondisi, waktu, dan tempat. Oleh karena itu Islam hadir 
untuk memberikan jawaban dari tantangan zaman yang serba modern dengan 
berbagai macam permasalahan yang baru yang berhubungan dengan ketentuan 
syari’at. Dalam rangka hadirnya  sebagai pemberi gambaran bahwa hukum Islam 
itu luwes, fleksibel, up to date dan konsisten.  Karena hakikat hukum Islam ialah 
sebagai pemberian tuntunan hidup manusia.    
 Dengan demikian perkembangan syari’at, hukum Islam sangat berarti 
dalam era globalisasi dengan perkembangan zaman di saat ini, dengan kata lain 
hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, sehingga sangat membutuhkan 
suatu pemecahan dari aspek hukum Islam.  Maka diperlukan kajian masalah-
masalah aktual dari sudut hukum Islam, tentunya dengan cara pandang dalam 
disiplin hukum Islam itu sangat penting untuk dilaksanakan  sebagai pegangan 
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bagi masyarakat dalam kesehariannya.      
 Fakta-fakta hukum yang semakin sarat dengan masalah yang baru, maka 
kehidupan manusia membutuhkan jawaban dari sudut pandang hukum Islam. 
Oleh dari itu kajian modern di perlukan karena kemungkinan problematika dan 
kasus-kasus yang muncul dalam keseharian terkadang bersentuh dengan hukum 
Islam.
1
 Persoalan-persoalan fikih yang muncul dalam beberapa dekade ini sangat 
beragam, khususnya dari dunia medis yang tidak terlepas dari syari’at Islam. 
Salah satu dari permasalahan itu ialah kasus KB yang merupakan permasalahan 
klasik, namun bila ditinjau dari segi medis dengan peralatan yang canggih dan 
serba modern merupakan masalah yang baru yang tidak dijumpai dalam fikih-
fikih sebelumnya, khususnya mengenai vasektomi dan Tubektomi.   
 Vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh 
yang menghubungkan testis (pusat sperma) dengan kelenjar prostate (tempat 
sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki, dan tubektomi yaitu operasi yang sama 
pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, 
sementara sperma laki-laki yang masuk kedalam vagina tidak mengandung 
spermatozoa, maka sterilisasi ini merupakan suatu tindakan/metode sehingga 
menyebabkan tidak akan terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa 
gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan mengakibatkan mandul buat 
selamanya.
2
 Dengan munculnya kasus di atas, maka problematika fikih tidak 
dapat terlepaskan dari pemecahan masalah yang berkenaan dengan kehidupan 
                                                             
1
Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum Indonesia,  
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7. 
2
Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, Problematika Fiqh Modern, (Banda Aceh: Yayasan 
pena, 2005),  hlm. 82 
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manusia. Islam telah mengatur dan menganjurkan agar memperbanyak keturunan, 
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan Al-Nasa’i 
زتاوجو ولولد ولا دوديناف اكمكب رثم   
 Artinya:  Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab aku akan 
berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang 
banyak.
3
 
 
 Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa Rasulullah SAW sangat merasa 
bangga apabila umat Islam itu banyak. Pemahaman ini mengandung arti bahwa 
upaya membatasi keturunan dengan istilah pengaturan kehamilan sangat tidak 
disukai oleh Rasul SAW, dan dianggap sebagai perbuatan yang berseberangan dan 
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan.
4
 Bahkan jika sampai 
melakukan usaha menghilangkan keturunan dengan sifat permanen, Islam sangat 
tidak meridhainya. Bahkan jika perbuatan tersebut dapat membahayakan 
pelakunya, Islam dengan tegas melarang sebagai perbuatan yang diharamkan. 
Karena dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan konsep Islam. 
Sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat 
mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan.
5
 Dalam ketentuan hukum 
negara Indonesia, seperti diutarakan oleh Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdapat 
                                                             
3
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’i, (Jakarta Selatan: 
Pustakaazzaman, 2006), hlm. 660. 
4
Ibid.,  hlm. 69. 
5
A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 
(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 110.  
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beberapa penjelasan. Di antara butir-butir Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa 
pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk 
melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak 
kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
6
  
 Sedangkan dalam tinjauan fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang 
vasektomi dan tubektomi diharamkan penggunaannya dalam ketentuan hukum 
Islam. Peraturan perundang-undangan di atas masih memunculkan polemik dalam 
tinjauan hukum Islam. Secara umum Islam memandang upaya pengaturan atau 
pembatasan kehamilan dianggap sebagai usaha memutus mata rantai keturunan. 
Namun sisi pandang hukum positif masih memberikan kelonggaran dalam 
upayanya mengatur kehamilan.      
 Dari dua dasar hukum di atas muncul dualisme pemahaman sisi pandang 
Islam dan undang-undang. Seakan tidak di temukan persepsi kesamaan dalam 
pelaksaannya. Islam melarangnya tetapi belum bersifat final, namun undang-
undang membolehkannya tetapi  masih belum mutlak. Sehingga penulis tertarik 
terhadap dasar yang dijadikan oleh Islam dan undang-undang dalam 
menggunakan alat vasektomi dan tubektomi?, dan batasan apa yang dijadikan 
sebagai bahan pegangan terhadap kebolehan dan larangannya? 
 
 
                                                             
6
Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan  
Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional, 2010),  hlm. 4. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
1. Apa landasan hukum vasektomi dan tubektomi menurut UU. No. 52 
Tahun 2009, dan apa landasan hukum vasektomi dan tubektomi menurut 
Fatwa MUI. No. 22 Tahun 2011 dalam konsep maslahah mursalah? 
2. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI. No. 22 Tahun 2011 terhadap 
vasektomi dan tubektomi dalam UU. No. 52 Tahun 2009 menurut teori 
maslahah mursalah 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Sebuah karya ilmiah baru dapat dikategorikan telah sempurna apabila 
memiliki sebuah tujuan pasti yang akan dicapai, karena dengan adanya tujuan 
maka penelitian yang akan dicapai lebih terarah dan tidak akan menyimpang 
dengan apa yang telah di tentukan dalam pedoman kajian pustaka, penelitian ini 
juga mempunyai tujuan yang mesti diarahkan supaya lebih mudah dalam 
melakukan penelitian, tujuan tersebut adalah : 
1. Untuk mengetahui landasan hukum vasektomi dan tubektomi menurut 
UU. No. 52 Tahun 2009, dan mengetahui landasan hukum vasektomi 
dan tubektomi menurut Fatwa MUI. No. 22 tahun 2011, berdasarkan 
konsep maslahah mursalah. 
2. Tinjauan Fatwa MUI. No. 22 Tahun 2011 terhadap vasektomi dan 
tubektomi dalam UU. No. 52 Tahun 2009 tidak menyimpang dengan 
teori maslahah mursalah 
1.4. Penjelasan Istilah 
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Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan  pembaca dalam 
memahami istilah-istilah, maka penyusun menyajikan beberapa istilah yang ada 
dalam karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah tersebut yang perlu dijelaskan antara 
lain : 
1. Vasektomi 
2. Tubektomi 
3. Fatwa  
1. Vasektomi 
Vaséktomi yaitu salah satu istilah dalam dunia medis mengenai salah satu 
alat kontrasepsi yaitu  operasi untuk memandulkan kaum pria dengan cara 
memotong saluran sperma atau saluran mani dari bawah buah zakar sampai ke 
kantong sperma.
7
 
2. Tubektomi.        
 Tubéktomi ialah operasi yang sama pada wanita yaitu pemandulan pada 
wanita, dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran telur; sterilisasi. 
Sehingga menyebabkan tidak akan terjadi kehamilan.
8
 
3. Fatwa          
 Adapun pengertian fatwa menurut arti bahasa adalah jawaban suatu 
kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi 
dalam masyarakat) menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasyaf 
pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang lurus. Sedangkan fatwa dalam 
                                                             
7
http://kbbi.web.id/Vasektomi/Tubektomi. 
8
Ibid. 
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arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara 
yang diajukan oleh seorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu 
dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi 
atau kepentingan masyarakat banyak. Adapun metode menjelaskan sesuatu hukum 
dapat didekati dengan dua cara dan menggunakan dua sumber yang autentik, 
yakni Al-Quran dan Al-Hadis (sunnah Rasul). Kedua sumber tersebut, dapat 
menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tanpa diragukan lagi 
kebenarannya. Namun, kadang-kadang dalam Al-Quran juga dimunculkan 
beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Al-Quran sendiri, agar manusia mampu 
menjawabnya dengan dasar-dasar pengetahuan, agamis dan ilmu pengetahuan 
umum yang tentunya bersifat rasional yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang 
dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan 
peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang 
meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Ada 
juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam 
Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang 
diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.
9
 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas tentang, 
hukum Vasektomi dan Tubektomi, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri 
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Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam, cet. I, (Jakarta: PT 
Bumi aksara 2006), hlm. 
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(UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia.Kajian 
pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan 
antara objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh 
peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi 
atau buku yang membahas masalah hukum vasektomi dan tubektomi sebagaimana 
dalam uraian berkut : 
 Pertama Lukmanul Hakim dengan judul skripsi “Dampak penggunaan 
alat kontrasepsi dalam keluarga berencana di tinjau menurut hukum Islam” 
dalam skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi akibat penggunaan alat 
kontrasepsi di kecamatan samalanga menurut pandangan hukum Islam. Dalam 
penelitiannya menyatakan dibolehkan memakai alat kontrasepsi untuk 
penjarangan keturunan tapi tidak boleh untuk membatasi keturunan karena 
hukumya haram mutlak.
10
        
 Kedua Haslinda dengan judul skripsi “Pemakaian Alat Kontrasepsi  
dalam Keluarga Berencana” dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan 
antara fuqaha’ tentang hukum pemakaian alat kontrasepsi. Dalam penelitiannya 
menyatakan Islam membolehkan praktek keluarga berencana dan pemakaian alat 
kontrasepsi dengan alasan kehamilan dapat mengkhawatirkan keadaan ibu hamil 
dan keadaan ekonomi yang benar-benar memprihatinkan.
11
   
 Ketiga Said Dedi Hasmadi dengan judul skripsi “Pengaturan Kelahiran 
menurut Perfektif Hukum Islam (Analisis terhadap Hadis Jabir Tentang ‘Azal)” 
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 Lukmanul Hakim,” Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Keluarga Berencana 
di Tinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi, pada Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, Tahun 2009. 
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Haslinda, “Pemakaian Alat Kontrasepsi  dalam Keluarga Berencana”, Skripsi, pada 
Fakultas Syari’ah UIN AR-RANIRY Tahun 2000. 
9 
 
dalam penelitiannya menyatakan tentang pengaturan kelahiran yang umum dan 
kedudukan hadis Jabir dalam penerapannya di masa kini.
12
  
 Keempat Jamratul Shahenaz Binti Abu Bakar dengan judul skripsi 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Tubektomi pada Masyarakat Malaysia 
(Analisis Terhadap Pefektif Fatwa Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia)” skripsi 
ini hanya membahas tentang praktek Tubektomi pada masyarakat Malaysia dan 
Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia terhadap hukum Tubektomi.
13
 
 Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul “Vasektomi dan 
Tubektomi Menurut Teori Maslahah Mursalah (Perbandingan  UU. No. 52 Tahun 
2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga dengan 
Fatwa MUI  No 22 tahun 2011)” Penulis hanya membahas salah satu alat 
kontrasepsi yaitu dengan metode perbandingan antara  vasektomi  dan tubektomi 
menurut UU. No 52 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No 22 tahun 2011 dalam konsep 
maslahah mursalah. 
1.6.  Metodelogi Penelitian                                                                       
  Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Metode penelitian 
merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang 
menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan 
metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. 
Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, 
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membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat 
luas.
14
 
1.6.1. Jenis Penelitian 
 Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memecahkan masalah dengan 
menggunakan metode deskriptif dan komparatif,
15
yang bermakna penulis dalam 
menganalisa mencari permasalahan dapat diselesaikan atau diteliti berdasarkan 
apa yang dilihat, didengar ataupun data-data dari buku dianalisa yang pada 
akhirnya diperbandingkan dari pemahaman menurut hukum islam dan hukum 
positif yang berlaku di Indonesia yang mau penulis kaji, dalam hal ini  dapat 
diteliti yang baik dan dapat ada jawabannya. 
1.6.2. Sumber Penelitian 
 Dalam ini juga penelitian kepustakaan, maka sumber yang digunakan 
adalah pada pandangan pustaka, menurut pandangan Mahmud Marzuki, sumber-
sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum 
sekunder 
16
. 
a. Sumber data primer adalah sumber-sumber data yang mempunyai atau 
yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, dalam penelitian ini penulis 
mengambil pandangan dari pendapat ulama dan hukum Islam dan kitab-kitab fiqih 
dan buku-buku yang berkenaan dengannya, seperti:  
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1986), hlm. 3. 
15
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47. 
16
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Media 
Pranata Group, 2010), hlm.181. 
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- Tanya Jawab Agama 1.17 
- Fatwa MUI NO. 22 Tahun 2011 tentang vasektomi dan tubektomi, dan UU 
NO 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga. 
b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berkaitan dengan apa 
yang peneliti kaji, seperti buku yang menyangkut dengan masalah vasektomi dan 
tubektomi, kamus hukum, dan jurnal ilmiah ataupun karya tulis ilmiah yang 
berkaitan lainnya. 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa 
 Dalam Karya ilmiah ini, penulis  mengumpulkan data-data dengan cara 
menganalisa data, menggunakan dan meneliti buku-buku  perpustakaan yang 
bersangkutan dengan masalah yang dikaji, menyangkut permasalahan vasektomi 
dan tubektomi dalam perbandingan UU. No 52 Tahun 2009 dan fatwa MUI No. 22 
Tahun 2011. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, 
bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman 
persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, 
transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.  
Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang 
isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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Yayasan Penerbit Pers, Suara Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama 1, (Muharram 
1411 H – Agustus 1990). 
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penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab kedua, berisi tentang penjelasan Vasektomi dan Tubektomi: Bab ini 
menjelaskan mengenai Pengertian Vasektomi dan Tubektomi.  
Bab ketiga, membahas tentang landasan hukum terhadap Vasektomi dan 
Tubektomi, pembahasannya meliputi landasan hukumnya dalam fatwa MUI. No. 
22 tahun 2011, dan juga landasan hukum terhadap Vasektomi dan Tubektomi 
dalam UU. No. 52 Tahun 2009, dan Analisis Penulis terhadap peninjauan fatwa 
MUI. No. 22 tahun 2011 dalam UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Vasektomi dan 
Tubektomi.  
Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan 
umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan 
jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari 
penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup. Sedangkan bagian 
penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun.  
13 
BAB DUA 
MASLAHAH MURSALAH DALAM PEMBATASAN KELAHIRAN 
 
2.1. Pembatasan Kelahiran dalam Islam 
 Sebelum berangkat lebih jauh mengenai pembatasan kelahiran dalam 
Islam maka terlebih dahulu kita harus bisa membedakan antara pembatasan 
kelahiran dan pengaturan kelahiran, karena ini adalah persoalan yang sangat 
mendasar dalam pembahasan pembatasan kelahiran, dan juga persoalan pendapat 
ulama secara umum tentang batasan alat-alat kontrasepsi yang dibolehkan dan 
yang tidak dibolehkan, karena dalam alat-alat kontrasepsi itu ada yang sifatnya 
membatasi kelahiran dan ada yang mengatur kelahiran, walaupun keduanya 
berbeda tapi membatasi kelahiran dan mengatur kelahiran termasuk kedalam 
program Keluarga Berencana (KB).     
 Keluarga Berencana (KB) yang dimaksudkan sebagai pengaturan jarak 
kelahiran maka hukumnya boleh, dengan pertimbangan kemaslahatan yang 
didapatkan dari program Keluarga Berencana (KB) tersebut. Yaitu untuk menjaga 
keselamatan si ibu dan masa depan anak yang dilahirkan.
16
 Adapun tindakan 
program KB melalui pembatasan kelahiran yang berpotensi disalah gunakan 
sebagai tindakan yang berpotensi diharamkan, hal ini bisa terjadi sebagai akibat 
dari penggunaan cara yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam 
dan tidak dibenarkan dalam agama Islam karena hal tersebut telah menyalahi 
fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan Allah 
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LKKNU dan BKKBN, Membina Kemaslahatan Keluarga., (Jakarta: Badab BKKBN 
2003), hlm.  88. 
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Yang Maha Memberi Rizki.        
 Dari beberapa alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB) 
yang sifatnya membatasi kelahiran adalah praktek vasektomi dan tubektomi atau 
secara umum lebih di kenal dengan sterilisasi.
17
    
 Sterilisasi adalah  memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi 
kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Ulama berpendapat bahwa alasan 
jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam 
program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan vasektomi dan 
tubektomi. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk 
memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Ulama berpendapat ada 
keadaan-keadaan darurat tertentu yang membenarkan seseorang melakukan 
operasi vasektomi dan tubektomi.
18
 Dalam hal ini berlaku hukum darurat. Kaidah 
fikih mengatakan: 
ابا ةح روظحملا ةرورضلل  واةجاحلا   
Artinya: Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau 
kebutuhan (hajat).
19
        
Dalam kaidah fikih perubahan fatwa semacam itu sangat mungkin terjadi 
jika illat hukum (alasan yang menjadi dasar hukum) berubah karena adanya 
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Aminuddin Yakub, KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam, (Jakarta: PBB 
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Ibid., hlm. 29. 
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1993), hlm. 192. 
15 
 
 
perubahan zaman, waktu, situasi dan kondisi. Kaidah usul fikih mengatakan: 
  
    مكحلا رودي ةلعلا عم  ادوجو امدعو  
Artinya: Hukum itu berputar (bergantung) pada ada atau tidak adanya illat.
20
 
لاا  ريغتغتب  ماكحلاوحلااو  ةنكملااو  ةنمزلاا  ري  
Artinya: Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, 
tempat, dan keadaannya,
21
       
Maka oleh karena itu sterilisasi vasektomi dan tubektomi selama tidak ada 
unsur daruratnya maka menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada 
beberapa hal yang prinsipil, yaitu: 
a. Vasektomi dan tubektomi berakibat pemandulan tetap. hal ini bertentangan 
dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk 
mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah 
yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.  
b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan 
sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/sel telur). 
c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).22    
 Tetapi apabila suami/istri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat), 
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seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak 
keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung 
atau melahirkan bayi, maka vasektomi tubektomi diperbolehkan. Karena 
mengingat kondisi seorang ibu atau bapak, maka menjadi bahan pertimbangan 
untuk dibolehkan.       
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembatasan kelahiran dalam Islam 
tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut salah satu upaya untuk memutuskan 
mata rantai keturunan dan menyalahi fitrah manusia dan pernikahan itu sendiri, di 
antara dampak negatif yang ditimbulkan terhadap program yang berujung pada 
pembatasan kelahiran adalah pelanggaran terhadap syariat Islam.   
 Pembatasan kelahiran vasektomi dan tubektomi merupakan suatu tindakan 
yang menyebabkan seorang wanita tidak bisa hamil lagi. Tujuannya 
memandulkan wanita atau pria dengan jalan perusakan sel reproduksi maupun 
pemotongan. Menurut ajaran Islam pembatasan kelahiran ini tidak diperbolehkan 
atau haram hukumnya jika disengaja. Namun jika dalam keadaan yang darurat 
yang bisa menyebabkan kematian, maka hal tersebut diperbolehkan karena 
menimbang kemudharatan itu bisa mendatangkan kemudahan. 
Untuk menguatkan pembahasan di atas perlu juga dibahas mengenai 
macam-macam pembatasan kelahiran maka tidak menarik kiranya apabila kita 
tidak menyentuh beberapa alat kontrasepsi yang di gunakan dalam program 
Keluarga Berencana (KB) yang sudah dikenal, sebagai penemuan ilmu dan 
teknologi. Maka dari sinilah kita mulai beranjak untuk menemui alat kontrasepsi 
yang berfungsi untuk membatasi kelahiran, dan alat-alat apa saja yang berpotensi 
17 
 
 
untuk pembatasan kelahiran.
23
 Dalam pelaksanaan KB alat kontrasepsi yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh wanita yang dikenal 
dengan cairan Devo provera, net den noristerat, evektivitasnya mencapai 
99%. Cara kerjanya ialah menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan 
endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi, menghambat perjalanan 
sperma. 
b. Susuk KB, yaitu berupa levomorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang 
diinsersikan dibawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm 
dari lipatan siku, adapun cara kerjanya, kontra indikasi dan efek sampinya 
sama dengan suntikan, tetapi daya tahannya mencapai lima tahun. 
c. Pil, berupa tablet yang berisi bahan progestin yang bekerja dalam tubuh 
wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada 
endometrium, pil tersebut mengandung hormone dalam kadar rendah, akan 
tetapi mampu menimbulkan efek kontrasepsi tanpa menimbulkan 
kontradiksi yang berarti, kecuali terhadap wanita yang sedang mengidap 
salah satu penyakit seperti kanker payudara, penyakit kuning atau pernah 
menderita lever dalam tiga tahun terakhir, penyakit pada pembuluh darah, 
hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit lainnya. 
d. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim), kecil, kerangka dari plastic yang 
fleksibel, berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat 
dari tembaga, adapun cara kerjanya, menghambat kemampuan sperma 
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untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum 
mencapai kavum uteri, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan 
ovum bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam 
alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk 
fertilisasi, dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam 
uterus.
24
  
e. Sterilisasi (Vasektomi dan Tubektomi) yaitu operasi pemutusan atau 
pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis (pusat 
sperma) dengan kelenjar prostate (tempat sperma menjelang ejakulasi) 
bagi laki-laki, dan tubektomi yaitu operasi yang sama pada wanita 
sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara 
sperma laki-laki yang masuk kedalam vagina tidak mengandung 
spermatozoa, maka sterilisasi ini merupakan suatu tindakan/metode 
sehingga menyebabkan tidak akan terjadi kehamilan walaupun coitus tetap 
normal tanpa gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan 
mengakibatkan mandul buat selamanya. 
f. Alat-alat kontrasepsi lain seperti kondom, tablet vagina, dan baru-baru ini 
ada lagi semacam tisu yang dimasukkan kedalam vagina.
25
 
Dari beberapa alat kontrasepsi yang sudah dibahas, maka ditemukan satu 
macam alat kontrasepsi di antaranya yang berpotensi untuk membatasi kelahiran 
yang merupakan suatu tindakan sehingga menyebabkan tidak akan terjadi 
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kehamilan. Akibat dari sterilisasi ini akan mengakibatkan mandul buat selamanya, 
yaitu praktek sterilisasi (vasektomi dan tubektomi). Tentu saja kalau ini yang 
dimaksud sangatlah berseberagan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari 
pada perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan. 
2.2. Maslahah Mursalah 
2.2.1. Pengertian Maslahah Mursalah. 
 Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dua kata, yaitu maslahah dan 
mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah 
berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah mursalah 
menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu 
yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk 
merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun 
yang menolaknya”, sehingga ia disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas 
dari dalil secara khusus).
26
      
 Kemudian maslahah mursalah juga bisa di artikan mutlak. Dalam istilah 
usul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syari’ hukum untuk 
ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i, untuk mengi’tibarkannya atau 
membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang 
menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang 
disyari’atkan.          
 Di sini dikemukakan yaitu Sahabat mendirikan penjara, atau mencetak 
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20 
 
 
mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya. 
Dan memungut pajak terhadap tanah itu. Atau kemaslahatan lainnya yang dirasa 
penting untuk dijalankan. Atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak disyari’atkan 
oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syari’at dengan 
i’tibarnya.         
 Definisi  ini menerangkan bahwa tasyri’ hukum itu tidak bermaksud selain 
dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan 
kemamfaatan dan menghapuskan kemudaratan dalam masyarakat, kemaslahatan 
orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifratnya. 
Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, 
mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. 
Tasyri’ hukum itu mendatangkan kemamfaatan pada suatu masa dan kemudaratan 
pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan 
mudarat pada masa lainnya.       
 Adapun kemaslahatan yang disyariatkan oleh syari’ itu untuk menetapkan 
hukum. Dan menunjukkan i’tibarnya, dan menerangkan sebab-sebab bagi apa 
yang disyari’atkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk apa disyari’atkan. Dalam 
istilah usul dinamakan Al mursalah mu’tabarah dari syari’. Misalnya memelihara 
kehidupan orang. Syari’ mensyariatkan wajib melakukan qishas terhadap orang 
yang membunuh, pembunuhan yang direncanakan, untuk memelihara harta benda 
maka disyariatkan potong tangan terhadap orang yang mencuri, baik laki-laki 
maupun perempuan. Untuk menjaga nama baik maka disyariatkan menjatuhkan 
sanksi hukuman terhadap orang yang mengkazaf dan orang yang berzina. Tiap-
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tiap orang yang melakukan pembunuhan dengan rencana, mencuri, mengkazaf 
dan berzina itu harus bersesuaian.     
 Adapun mashalih yang mengatur masalah tempat tinggal dan musibah 
setelah terputusnya wahyu, tidak ada syari’ yang mensyari’atkan hukum untuk 
ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan untuk menerangkan atau untuk 
membatalkannya. Ini dinamakan manasib mursil, atau dinamakan dengan istilah 
lain. Maslahah mursalah ini adalah seperti mursalah yang berlaku dalam 
perkawinan yang tidak ditetapkan secara resmi. Di sini tidak diperdulikan tuduhan 
orang yang mengingkarinya. Misalnya kemaslahatan yang mengatur masalah akad 
jual beli yang tidak memindahkan hak milik. Seluruh maslahah ini tidak 
disyari’atkan oleh pembuat syariat mengenai hukum-hukumnya itu. Tidak ada 
dalil yang menunjukkan atau yang membatalkan. Inilah dia maslahah mursalah.
27
 
 Selanjutnya dalam rangka lebih memperjelas pengertian maslahah 
mursalah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, yang dikutip oleh Satria 
Efendi macam-macam maslahah ialah: 
a. Al-Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui 
syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 
merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara 
agama dari rong-rongan musuh, diwajibkan hukumnya qishas untuk 
menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk 
memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan 
dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta. 
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b. Al- Maslahah al-Mulgah, yaitu sesuatu yang dianggab maslahah oleh akal 
pikiran, tetapi dianggab palsu karena kenyataannya bertentangan dengan 
ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian 
warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah maslahah. Akan 
tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu 
ayat 11 surat an-Nisa’ yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki 
dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu 
menunjukkan bahwa apa yang dianggab maslahah itu, bukan maslahah di 
sisi Allah. 
c. Al-Maslahah al-Mursalah, dan maslahah macam inilah yang dimaksud 
pada pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi 
yang disebutkan di atas. Maslahah macam ini terdapat dalam masalah-
masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada 
bandingannya dalam Al-Qur’an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. 
Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. 
Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam 
Al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu 
sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara 
jiwa dan harta.
28
 
2.2.2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah    
 Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa maslahah mursalah itu 
merupakan hujjah syari’ah. Di atasnya itu dibina syari’at hukum. Masalah-
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masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun 
ijmak, kias, atau istihsan, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang 
mengatur maslahah muthlak. Tidak menghentikan tasyri’ hukum dibina diatas 
maslahah ini untuk mengadakan saksi tasyri’ dengan penjelasannya.29 
 Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah mursalah itu adalah sebagai 
dalil syara’ yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang 
mereka kemukakan adalah sebagai berikut:
 30
  
a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti 
perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-
kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang 
yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya 
banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa 
daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan 
hukum dan syari’at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan 
kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari’at itu adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. 
b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan 
peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi’in dan imam-
imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. 
Misalnya: 
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1). Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra dalam mengumpulkan 
Al-Qur’an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, 
memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan 
menunjuk Umar bin Khaththab ra untuk menjadi khalifah sesudah beliau. 
2). Putusan Umar bin Khaththab ra mengenai pengesahan talak tiga yang 
diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja 
menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat 
kepada orang-orang muallaf, kebijaksanaan beliau mengadakan peraturan 
berbagai macam pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum 
potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa 
paceklik. 
3). Usaha Ustman bin Affan ra. Menyatukan kaum muslimin untuk 
mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar 
lembaran-lembaran yang lain. 
4). Usaha Ali bin Abi Thalib ra memberantas kaum Syiah Rafidhah yang 
telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka. 
5). Fatwa-fatwa ulama Hanafiah agar mufti yang kegila-gilaan (tercela 
akhlaknya) dan tabib-tabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian. 
6). Tindakan ulama-ulama Mlikiyah menahan dan mengasingkan orang 
yang tertuduh, agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya. 
7). Ulama Syafi’iyah mewajibkan qishash atas orang banyak yang 
membunuh seseorang. 
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 Namun di kalangan sebagian ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai 
maslahah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Kalangan zahiriyah, 
sebagian dari kalangan syafi’iyah dan Hanafiah tidak mengakui maslahah 
mursalah sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan seperti 
dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain: 
1). Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang 
menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum 
berlandaskan maslahah mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap 
karena menganggab masih ada maslahah yang belum tertampung oleh hukum-
hukum-nya. Hal seperti ini bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah: 
            
Artinya:  Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 
pertanggung jawaban) 
2). Membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka 
pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk 
menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. 
Praktek seperti itu akan merusak citra agama. 
Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak maslahah mursalah 
sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiah dan 
Hambaliyah, serta sebagian dari kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa 
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maslahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di 
antara landasan-landasan yang mereka sajikan ialah: 
a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan 
petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan 
kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu 
selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syri’at Islam telah 
memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap maslahah, selama 
tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, sah 
dijadikan landasan hukum. 
b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah maslahah mursalah 
sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. 
Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat 
di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. 
Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi 
hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para 
pejabatnya. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak 
dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hambaliyah, dan 
sebagian dari kalangan Syafi’iyah menganggap sah maslahah mursalah sebagai 
landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukan oleh pihak yang menolak 
maslahah mursalah sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah, 
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karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua 
kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Di samping itu, 
untuk menetapkan bahwa suatu maslahah mursalah itu secara sah dapat 
difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan 
persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa maslahah mursalah akan 
disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan. 
2.2.3. Ruang Lingkup Maslahah Mursalah 
 Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa maslahah mursalah tidak sah 
menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus 
diamalkan sebagimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu 
bidang ibadah tidak berkembang.
31
 Jadi ruang lingkup maslahah mursalah ini 
hanya berfokus dalam bidang muamalat, meskipun di kalangan sebahagian ulama 
berbeda pendapat dalam hal ini, tapi mereka sepakat dalam bidang ibadat tidak 
bisa diganggu gugat. Dalam artian tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam 
ranah bidang ibadah. Barang siapa yang mengemukakan hujah dengan maslahah 
mursalah, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi tasri’ bukanlah merupakan 
pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan.    
 Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 
memfungsikan maslahah mursalah, yaitu: 
a. Maslahah hakikat, bukan maslahah wahamiyah (angan-angan), yang 
dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri’kan hidup 
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pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang 
mudharat. Adapun tanpa wahamiyah maka tasyri’ itu akan mendatangkan 
manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang mendatangkan 
kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemaslahatan wahamiyah. 
Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak 
suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja 
kepada hakim. 
b. Kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud 
dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri’ hukum terhadap suatu 
peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang 
kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit 
jumlahnya. Di sini tidak boleh mensyari’atkan hukum hanya untuk 
kemaslahatan khusus oleh Amir ataupun pembesar. Menyampingkan 
pendapat orang-orang yang kenamaan dan kemaslahatan mereka itu. 
c. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, 
atau bertentangan dengan ijmak. Tidak sah kemaslahatn itu diperlakukan 
untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah 
warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash Al-
Qur’an.         
 Di sini jelas bahwa kemaslahatan dengan kata-kata lain washaf 
manasib (sifat yang sesuai) bila mana ada bukti syari’ menunjukkan 
dengan satu keterangan. Yang bersesuaian di i’tibarkan oleh syar’i. ada 
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manasib mua-tsir (terpuji) dan ada pula munasib mula-im (sepadan). 
Apabila saksi syari’ tidak menunjukkan untuk dibatalkan keterangannya, 
ini dinamakan munasib mursil. Dengan kata-kata lain disebut Al-Maslahah 
Mursalah. Lebih jelas lagi ada syarah yang tidak dijadikan hujah. Menurut 
sebagian ulama mengatakan bahwa maslahah mursalah yang tidak 
memakai syari’ dengan penjelasannya, dan tidak pula dengan 
membatalkannya maka di sini tidak dibina syari’ padanya. Ada dua dalil 
yang dikemukakan: 
a. Syari’ itu memelihara setiap kemaslahatan orang berdasarkan nash. Dan 
apa yang dikemukakan oleh kias. Syari’ tidak akan meninggalkan hal-hal 
yang percuma kepada orang. Tidak akan membiarkan kemaslahatan itu 
tanpa menunjuk kepada tasyari’ yang dipunyainya itu. Kemaslahatan itu 
harus mempunyai saksi dari syari’ dengan keterangannya. Kemaslahatan 
yang tidak mempunyai saksi dari syari’ berdasarkan alasan yang kuat, 
maka pada hakikatnya bukanlah kemaslahatan. Hal ini tidak lain selain 
dari kemaslahatan yang hanya merupakan angan-angan. Dan di sini tidak 
sah membina tasyri’ atasnya. 
b. Tasyri’ itu dibina di atas maslahah mutlak. Di dalamnya terbuka hawa 
nafsu daripada wali-wali, pemimpin-pemimpin dan mufti-mufti. Sebagian 
dari mereka ini dikalahkan oleh hawa nafsu dan maksud-maksud tertentu. 
Mereka ini mengkhayalkan rusaknya kemaslahatan. Kemaslahatan itu 
nilainya berbeda-beda. Karena berbeda jalan pemikiran dan tempat 
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tinggal. Maka terbukalah pintu tasyri’ maslahah mutlak ini. Dan 
terbukalah pintu  keburukan. 
Menurut kenyataan, inilah yang menguatkan pembinaan tasyri’ atas 
maslahah mursalah. Karena apabila pintu ini tidak terbuka, maka tasyri’ Islam itu 
tidak akan jalan. Akan terhenti peredaran zaman dan domisili. Ada orang yang 
mengatakan. Bila tiap-tiap pembagian itu diperinci sampai sekecil-kecilnya masih 
ada kemaslahatannya kepada orang. Pada zaman apapun dan tempat tinggal 
manapun juga dipelihara oleh syari’. Disyari’atkan dengan nas-nas dan prinsip-
prinsip umum  menurut apa yang disaksikan dan yang sepadan dengannya. tidak 
menguatkan peristiwa yang terjadi karena dalam hal ini sudah tidak diragukan lagi 
bahwa sebagian dari maslahah yang terdapat itu tidak menjelaskan saksi syariat 
terhadap zatnya yang diterangkan.      
 Ada pula orang yang khawatir akan tersia-sia sebab adanya kezaliman dan 
memperturutkan hawa nafsu dengan nama maslahah mutlak. Ketakutan ini akan 
hilang karena maslahah mutlak itu tidak membina tasyri’ kecuali mencukupi tiga 
syarat yang diperlukan. Maslahah umum itu pada umumnya tidak membedakan 
nash syari’ dan tidak mempunyai prinsip-prinsip syari’.    
 Dalam kata Ibnu Qayyim, di antara orang-orang Islam itu ada yang sudah 
keterlaluan dalam memelihara maslahah mursalah. Tidak bisa berdiri dengan 
mashalih hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka menutup terhadap 
diri mereka itu sendiri jalan-jalan yang benar dan di antara mereka itu ada pula 
yang sudah keterlaluan, mereka memperbolehkan apa-apa yang ditiadakan oleh 
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syari’at Allah dan mereka memperbuat keburukan terus-menerus dan kerusakan 
sepanjang masa.
32
 
Maka bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup maslahah mursalah 
mencakupi beberapa aspek. Yaitu: 
1). Sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki yaitu 
yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, 
bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan tanpa melihat dari akibat negatif yang ditimbulkannya.  
2). Sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, 
bukan kepentingan pribadi. 
3). Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan 
yang ada ketegasannya dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasulullah, atau 
bertentangan dengan ijma’. 
4). Tidak boleh didasari oleh hawa nafsu dan maksud-maksud tertentu.  
2.2.4. Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Kelahiran 
Berbicara masalah kemaslahatan dalam pembatasan kehamilan maka 
sangat berkaitan dengan fungsi biologis suami istri yang bertujuan memperoleh 
keturunan, maka peran keduanya mutlak diperlukan. Termasuk didalamnya 
apakah keluarga tersebut hendak melaksanakan pembatasan kehamilan atau tidak. 
Ketika keluarga tersebuk memilih untuk tidak, dalam artian memilih untuk 
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merencanakan kelahiran anak, maka dengan harapan setelah kelahiran anak 
tersebut akan lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.
 Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ditempuhlah berbagai macam upaya 
dan cara supaya apa yang diinginkan tercapai hendaknya. Mahmud Syaltut, salah 
seorang syaikh al-Azhar, memberikan pengertian tentang KB adalah suatu 
pengaturan dan penjarangan kelahiran atau suatu usaha untuk mencegah 
kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan 
kondisi tertentu, baik hal-hal yang berhubungan dengan keluarga yang 
bersangkutan ataupun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
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 Dari definisi yang telah dikemukakan oleh pakar, dapatlah dibuat suatu 
kesimpulan bahwa KB adalah suatu cara pengaturan rencana kelahiran anak 
dengan melakukan dan menempuh suatu cara atau mempergunakan alat yang 
dapat mencegah timbulnya kehamilan. Proses perencanaan merupakan suatu 
usaha yang dilakukan oleh manusia. Perencanaan keluarga adalah merencanakan 
kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena mempergunakan suatu alat 
atau menempuh cara-cara yang dapat mencegah kehamilan sementara. Dapatlah 
dijelaskan perbedaan antara mencegah kehamilan dengan mencegah kelahiran, 
KB konotasinya adalah mencegah kehamilan sementara. Unsur lain yang perlu 
diperhatikan adalah kemaslahatan anak.      
 Sebab anak merupakan amanah yang membutuhkan perlindungan dan 
segala macam jaminan. Dia membutuhkan perhatian, kasih sayang, perawatan, 
pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, agar menjadi anak 
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yang berkualitas dan taqwa, bukan anak yang lemah dan justru menjadi 
permasalahan. Dan untuk itu semua orang tua haruslah berlaku adil kepada semua 
anak-anaknya, untuk dapat berlaku adil, maka perencanaan akan hadirnya anak 
hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami istri.
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 Maka ketika keluarga menempuh jalan untuk membatasi kelahiran, dalam 
hal ini mengambil tindakan dengan cara menggunakan salah satu alat kontrasepsi 
yaitu vasektomi dan tubektomi, atau secara umum lebih di kenal dengan sterilisasi 
yang sudah kita sebutkan di atas yang menyebabkan kehilangan kesuburan secara 
permanent yang tidak diperbolehkan di dalam Islam.    
 Tapi Islam tidak mengharamkannya secara mutlak, karena ada celah-celah 
hukum yang perlu dipertimbangkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia, 
karena hukum itu bisa berubah dengan perubahan waktu, masa, dan tempat untuk 
mengedepankan kemaslahatan ummat. Sesuai dengan kaidah figkiyah yang 
mengatakan:      
         
 ةنكملااو  ةنمزلاا ريغتب  ماكح لاا ريغت ركني لا 
Artinya: Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum itu dengan sebab 
perubahan masa (zaman) dan tempat.
35
      
Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu 
hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Sebab oleh karena itu tujuan 
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Allah SWT mensyari’atkan itu sendiri ialah hanya semata untuk memelihara 
agama, memelihara jiwa, dan  memelihara akal, serta juga memelihara keturunan, 
dan memelihara harta.
36
        
 Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis 
semua aspek kemanusiaan baik spiritual, material, termasuk ekonomi maupun 
kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedoktoran khususnya 
yang terkait dengan hukum kesehatan. Al-Quran sendiri sangat memperhatikan 
kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga, firman Allah dalam QS al-An’am ayat 
151:
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....                         
                      
                 
Artinya: ....dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, 
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 
yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah 
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang 
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).   
  
Islam masih memberikan kelonggaran dengan sesuatu sebab yang benar, 
ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju sehingga kehamilan bisa 
dicari sekaligus dibatasi. Dewasa ini dikenal program Keluarga Berencana (KB). 
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Pada dasarnya bertolak dari kemungkinan itu, kemungkinan untuk mengatur 
kehamilan, bahkan membatasinya.
38
       
 Untuk kemaslahatan manusia khususnya mengenai pembatasan kehamilan 
dibolehkan apabila dalam keadaan yang darurat, namun ulama berbeda pendapat 
tentang ukuran daruratnya suatu keadaan jika yang bersangkutan di hadapkan 
pada pilihan tunggal, yaitu bahwa hanya dengan cara ini penyakit seorang ibu 
akan terjamin (misalnya menurut perhitungan medis ibu akan meninggal apabila 
melahirkan kembali) maka ulama sepakat mengatakan bahwa ia diperkenankan 
melakukan praktek pembatasan kelahiran. Qaidah fiqhiyyah mengatakan: 
ريسيتلا بلجت ةقشملا 
Artinya: Kesulitan menghendaki adanya kemudahan.
39
 
 Sejak dahulu pun ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang tidak 
membolehkannya. Salah satu ulama yang membolehkannya adalah Syekh 
Mahmud Syaltut, menurut beliau pembatasan keluarga bertentangan dengan 
Syari’at Islam. Umpamanya, membatasi keluarga hanya tiga anak saja dalam 
segala macam kondisi dan situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran menurut 
Syaltut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umpamanya menjarangkan 
kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan 
keluarga yang bersangkutan, maupun berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
dan Negara. Alasan lain yang membenarkan adalah suami isteri yang mengidap 
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penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan berjangkit kepada anaknya dan 
untuk menghindari kemudharatan.
40
       
 Kemudian sebagian ulama yang melarang KB adalah Abu ‘Ala al-
Maududi, menurut beliau Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah 
manusia. Dikatakannya, barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan 
menyalahi Undang-Undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan,  setan 
merupakan musuh manusia. Beranak dan berketurunan adalah sebagian dari fitrah 
menurut pandangan Islam.
41
 Terlepas dari perbedaan pendapat antara boleh atau 
tidak, maka ada beberapa hal yang menjadi dasar yang menjadi pertimbangan 
masing-masing individu dalam melaksanakan Keluarga Berencana.   
 Bila dilihat dari fungsi manfaat pembatasan kelahiran yang dapat 
melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan maka tidak diragukan lagi 
kebolehan membatasi kelahiran dalam Islam. Namun persoalannya kemudian 
adalah sejauh mana ia diperbolehkan dan apa saja batasannya. tentunya karena 
situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Sehingga 
dapat tergambar, penggunaan KB, dapat dilakukan dalam keluarga dengan tujuan 
menjaga dan melindungi manusia pada posisi darurat. Keadaan seperti ini lah 
Islam memberikan toleransi terhadap manusia dalam kondisi sekarat, maka Islam 
membenarkan untuk melakukannya dengan pertimbangan kondisi dan situasi. 
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BAB TIGA 
LANDASAN HUKUM TERHADAP VASEKTOMI dan TUBEKTOMI 
 
3.1. PengertianVasektomi danTubektomi 
 
1. Vasektomi 
 Sterilisasi pada laki-laki disebut Vasektomi atau Vas Ligation. Caranya 
ialah dengan memotong saluran mani (vasdeverens) kemudian kedua ujungnya di 
ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi 
laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan 
tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan 
waktu melakukan coitus, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya 
semacam lendir yang tidak mengandung sperma.    
 Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat aman, 
sederhana, dan sangat efektif. Dalam pelaksanaan operasi sangat singkat dan tidak 
memerlukan anestesi umum. Di seluruh dunia, sterilisasi vasektomi masih belum 
populer dan alat ini bukan pilihan utama dalam masyarakat umum  serta kurang 
mendapat perhatian, baik dari pihak suami maupun di kalangan petugas medis 
keluarga berencana. Dimasa lalu, hal tersebut disalahkan pada sikap pihak 
pria/suami antara lain sebagai berikut: 
a. Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantanannya dari pada ikut 
bertanggung jawab dalam perencanaan keluarganya 
b. Pria takut bahwa tindakan vasektomi akan melukai kehidupan seksnya. 
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c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (kastrasi) 
2. Bentuk-Bentuk vasektomi        
 Vasektomi/steriisasi pada laki-laki juga memiliki berbagai bentuk antara 
lain: 
a. Vasektomi dengan pisau        
 Setelah anestesi lokal yaitu dengan larutan prokaina tauligno kaintan 
memakai adrendin maka dilakukan irisan pada kulit scrotum. Kulit dan otot-otot 
di sayat, maka tampak fas deferens dengan sarungnya. Irisan dapat dilakukan pada 
garis tengah antara dua belahan scrotum atau pada dua tempat di atas masing-
masing vas deferens.
36
       
 Kedua vas deferens tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal 
pada perabaan. Vas deferens dapat dibedakan dari pembuluh-pembuluh darah, 
karena tidak berdenyut. Identifikasi vas teruta sukar apabila kulit scrotum tebal.  
b. Vasektomi tanpa Pisau 
Vasektomi tampa pisau juga dapat dilakukan tanpa mengiris kulit, jadi 
tampa memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara: 
1) Saluran diikat bersama-sama dengan kulit scrotum, dengan cara 
mencobloskan jarum dengan benang sampai kebawah saluran mani. 
2) Dapat juga di suntikkan ke dalam saluran mani. 
                                                             
36
http://library.ohiou.edu/indopubs/1997/06/06/0031.html. (Diakses tgl 7 Desember 
2015).. 
 
39 
 
 
 
3) Saluran mani dapat dibakar dengan  mencobloskan jarum kauter halus 
melalui kulit ke dalam saluran mani. 
c. Vasektomi tanpa memotong saluran mani 
Vasektomi dapat dilakukan tanpa memotong saluran mani setelah kulit 
dibuka dan saluran mani ditampilka, saluran mani kemudian diikat kemudian 
diinsisi, dapat juga diinsisi kecil kemudian dimasukkan semacam spiral kecil ke 
dalam lubang saluran mani.
37
 
Adapun syarat-syarat untuk menjadi akseptor (pengguna) vasektomi 
Adalah sebagai berikut: 
a. Sukarela. 
b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi 
c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis. 
Cara kerja : 
a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk 
memastikan cocok atau tidak untuk melakukan vasektomi. 
b. Sebelum operasi dilakukan, disuntik di bagian skrotum agar tidak terasa sakit. 
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c. Saluran sperma ditutup dengan operasi kecil, sehingga nanti sperma tidak 
terdapat dalam air mani dan tidak menyebabkan kehamilan. Sperma yang tidak 
keluar ini akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit. 
d. Operasi dilakukan oleh dokter terlatih. 
e. Operasi dapat dilakukan kapan saja bisa. 
Perawatan setelah operasi : 
a. Istirahat secukupnya, tidak ada ketentuan khusus untuk hal ini (melihat kondisi 
pasien saja). 
b. Bekas luka yang diakibatkannya harus bersih dan kering, tidak boleh terkena air 
selama 3-4 hari. 
c. Senggama baru bisa dilakukan, setelah 1 Minggu sesudah operasi. 
d. Selama 10 kali ejakulasi setelah operasi masih dapat sperma dalam caiaran 
maninya. Jadi, pasangannya harus menggunakan metode kontrasepsi lainnya 
selama 10-12 kali senggama. 
e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan. 
Kelebihan : 
a. Jarang ada keluhan sampingan 
b. Untuk seterusnya, pasangan terhindar dari kehamilan. 
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c. Angka kegagalan hampir tidak ada. 
d. Tindakan operasi sangat sederhana. 
e. Tidak mengganggu gairah seksual, karena tetap dapat ereksi dan keluar air 
mani. 
Kekurangan : 
a. Tindakan operasi sering kali menakutkan. 
b. Selama 10 kali ejakulasi setelah dioperasi, pasangannya harus memakai metode 
kontrasepsi yang lain. 
Penyebabkan kurangnya minat pengguna vasektomi yaitu : 
a. Tersedianya metode kontrasepsi lain. 
b. Minat yang kurang dari petugas keluarga berencana, yang umumnya terlatih 
dalam bidang kesehatan ibu dan anak.
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2. Tubektomi 
Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau Tubal Ligation. Caranya 
ialah  dengan  memotong  kedua  saluran  sel  telur  (tuba  palupi)  dan  menutup 
kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat 
pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.
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Adapun syarat-syarat menjadi akseptor (pengguna) tubektomi adalah 
sebagai berikut: 
a. Sukarela. 
b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi 
c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis. 
Cara kerja : 
a. Sebelum  operasi,  dokter  akan  memeriksa  kesehatan  lebih  dahulu,  untuk 
memastikan cocok atau tidak. 
b. Operasi dilakukan oleh dokter. 
c. Saluran  telur  yang  membawa  sel  telur  dalam  rahim  akan  dipotong  atau 
diikat. Setelah operasi yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tubuh tanpa 
menimbulkan penyakit. 
d. Perawat  tubektomi  hanya  6  jam  setelah  operasi  untuk  menunggu  reaksi 
anti bius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari. 
e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan. 
Kelebihan : 
a. Tidak mengganggu ASI. 
b. Jarang ada keluhan sampingan. 
c. Angka kegagalan hampir tidak ada. 
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d. Tidak mengganggu gairah seksual. 
Kekurangan : 
a. Tindakan operasi, seringkali menakutkan. 
b. Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.
40
 
2. Bentuk-bentuk tubektomi 
Sterilisasi  pada  perempuan  disebut  tubektomi/sterilisasi  pada 
perempuan ini memiliki beberapa bentuk, antara lain: 
a. Laparotomi Mini Suprarubik 
Yaitu  membuat  sayatan  pada  dinding  perut  tepat  di atas  rambut 
kemaluan  sepanjang  2,5  cm,  kemudian  tuba  dicari tindakan  pada  tuba ialah 
lidasi dan eksisi serta reseksi sebagian. 
b. Kolkotomi Posterior 
Yaitu  membuat  sayatan  pada  puncak  vagina  belakang  sepanjang 2,5 
cm. tindakan pada tuba ialah lugasi dan eksisi reseksi sebagian. Cara ini sudah 
jarang digunakan. 
c. Kuldoskopi 
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Yaitu membuat sayatan pada puncak vagian belakang dan trokar. Alat  
khusus  yang  dipakai  ialah puldoskop.  Tindakan  pada  tuba  ialah ligasiu dan 
eksisi sebagian cara ini pun sudah jarang digunakan. 
d. Laparoskop 
Yaitu  membuat  sayatan  pada  dinding  perut  tepat  di bawah  pusat 
dengan  trokar.  Alat  khusus  yang  dipakai  ialah  laparoskop  yang dimasukkan 
dalam rongga perut melalui trokar. Tindakan pada tuba ialah oklusi dengan cincin 
falope atau kauterisasi.
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e. Histerokopi 
Yaitu alat khusus yang dipakai ialah histeroskop yang dimasukkan ke 
dalam rongga rahim (uterus) melalui mulut leher rahim. Tindakan pada tuba ialah 
kauterisasimuara tuba pada rongga. 
f. Laporotomi Mini Paska Persalinan 
Yaitu  dibuat  sayatan  pada  dinding  perut  tepat  di bawah  pusar 
sepanjang 2,5 cm tindakan pada tuba ialah lidasi dan eksisi serta reseksi 
sebagian.
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3.2. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam UU. No. 52 Tahun 
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga. 
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar baik segi kekayaan 
sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal ini pernah tercatat, bangsa 
Indonesia terbanyak penduduk setelah Cina dan India artinya maju mundurnya 
kemajuan bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas manusia atau lebih 
spesifik keluarga.         
 Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila 
pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan 
untuk membangun keluarga-keluarga di negara Indonesia agar menjadi keluarga 
yang sejahtera yang dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, 
maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi.    
 Upaya tersebut pemerintah dapat membuat kebijakan melalui peraturan-
peraturan tertentu yang berupa undang-undang sebagai pijakan dasar tempat 
memperbaiki kesejahteraan rakyat di Indonesia. Maka dari itu dapat tergambar 
langsung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 1 ayat 9 
disebut, pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami 
istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur 
jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat 
kontrasepsi.        
46 
 
 
 
 Dengan mengingat amanah undang-undang di atas yang menyangkut 
dengan pengaturan pembatasan keturunan dalam keluarga, tergambar jelas bahwa 
dengan lahir undang-undang di atas tersebut adanya perihal yang membolehkan 
bagi setiap penduduk Indonesia untuk menentukan pengaturan batas anak dalam 
keluarga. Menyangkut alat kontrasepsi kehamilan seperti vasektomi dan tubektomi 
dapat dipergunakan oleh penduduk Indonesia untuk pengaturan keturunan dalam 
keluarga. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus oleh Undang-Undang 
menyangkut dengan hal ini, Akan tetapi alat kontrasepsi yang berupa vasektomi 
dan tubektomi dijelaskan secara umum, sebab vasektomi dan tubektomi 
merupakan salah satu alat kontrasepsi sebagai pengaturan keturunan dalam 
program keluarga berencana (KB).        
 Dalam Pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa, penyelenggaraan  pelayanan 
kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi  
agama,  norma  budaya,  etika,  serta  segi kesehatan. Sehingga dapat tergambar 
dari indikasi undang-undang di atas yang bahwa memberikan kebebasan untuk 
setiap penduduk Indonesia dalam mengatur keluarganya terhadap keturunannya, 
tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, 
serta segi kesehatan. Maka bagi umat muslim di Indonesia tentunya harus melihat 
ketentuan hukum Islam yang berlaku supaya tidak melanggar dari aturan yang 
ada. Dengan pertimbangannya:
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a. bahwa  pembangunan  nasional  mencakup  semua dimensi  dan  aspek 
kehidupan  termasuk perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan 
keluarga  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  yang 
dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. bahwa  penduduk  sebagai  modal  dasar  dan  faktor dominan 
pembangunan  harus  menjadi  titik  sentral dalam  pembangunan  
berkelanjutan  karena  jumlah penduduk  yang  besar  dengan  kualitas  
rendah  dan pertumbuhan  yang  cepat  akan  memperlambat tercapainya  
kondisi  yang  ideal  antara  kuantitas  dan kualitas  penduduk  dengan 
daya  dukung  dan  daya tampung lingkungan. 
c. bahwa  keberhasilan  dalam  mewujudkan pertumbuhan  penduduk  yang  
seimbang  dan mengembangkan  kualitas   penduduk  serta  keluarga akan  
memperbaiki  segala  aspek  dan  dimensi pembangunan  dan  kehidupan  
masyarakat  untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan 
bangsa  lain  dan  dapat  mempercepat  terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan. 
d.  bahwa  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  penduduk yang   seimbang  
dan  keluarga  berkualitas   dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran 
dan penurunan angka  kematian,  pengarahan  mobilitas  penduduk, 
pengembangan  kualitas  penduduk  pada  seluruh dimensinya,  
peningkatan  ketahanan  dan kesejahteraan  keluarga,  penyiapan  dan  
48 
 
 
 
pengaturan perkawinan  serta  kehamilan  sehingga  penduduk menjadi  
sumber  daya  manusia  yang  tangguh  bagi pembangunan dan  ketahanan 
nasional, serta mampu bersaing  dengan  bangsa  lain,  dan  dapat  
menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
44
 
Dan juga  pertimbangan pemerintahan seperti tertera dalam Pasal 30 ayat 
1, pemerintah  menetapkan  kebijakan  penurunan angka  kematian  untuk  
mewujudkan  penduduk tumbuh  seimbang  dan  berkualitas  pada  seluruh  
dimensinya dengan mengingat dan menimbang pemerintahan Indonesia dengan 
melihat data  penurunan  angka  kematian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat 1 
berupa  pemberian  prioritas pada:  
a.   penurunan angka kematian ibu waktu hamil. 
b.   ibu melahirkan. 
c.   pasca persalinan.  
d.   dan bayi serta anak.  
Sehingga dapat tergambar dari indikasi undang-udang di atas yang bahwa 
memberi kebebasan untuk setiap penduduk dalam mengatur keluarganya terhadap 
keturunannya.          
 Maka dari itu bagi setiap penduduk Indonesia dapat menggaturkan 
keturunanya, jumlah anak dalam keluarga, upaya keluarga yang ideal, 
pemerintahan memberikan perihal tersebut dalam bentuk kebebasan, dalam 
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artinya dapat menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan dapat digunakan atas 
pertibangan jumlah angka kematian dan kelurga ideal, dengan dapat 
dipertanggungjawabkan oleh nilai agama dan budaya yang berlaku. 
3.3. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Fatwa MUI. No. 22 
Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi 
Berangkat dari keluarga dalam Islam dapat tergambar dari sebuah 
pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani 
laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih 
dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT 
menjelaskan fakta ini dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21: 
                        
                  
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang 
sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi 
orang yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).
45
 
Ketentraman adalah tujuan umum perkawinan yang lebih adil, karena 
semua pasangan dapat mencapai ketentraman, tetapi tidak semua pasangan 
mempunyai kesuburan, perkembangbiakan juga sangat penting bagi pemeliharaan 
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umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qura’an surah an-Nahl 
ayat 72:
46
 
                            
        ..... 
Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 
dan memberimu rizki dari yang baik-baik. 
Dalam ajaran Islam pernikahan adalah ciptaan Tuhan untuk mencapai 
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yakni adanya saling pengertian 
antara suami dan isteri dari segi apapun. Kemudian ajaran Islam tidak mengakui 
seks sebagai satu-satunya tujuan pernikahan, tetapi Islam menekankan bahwa 
melakukan hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan (reproduksi) 
boleh jadi hubungan seksual sebagai salah satu aspek terpenting dari sebuah 
pernikahan.
47
 Sebab perkembangbiakan merupakan harapan dalam perkawinan, 
tapi tidak merupakan tujuan eksklusif, namun apabila perkembangbiakan terjadi, 
hal itu harus mendukung dan membela ketentraman ketimbang 
menghancurkannya.       
 Kemudian dalam tinjauan hukum Islam adalah ajaran hidup yang 
mengkombinasikan secara harmonis semua aspek kemanusiaan baik spiritual, 
material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Kemudian ajaran Islam tidak 
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bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum 
kesehatan. Al-Qur’an sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan 
fisik keluarga. Seperti dalam firman Allah SWT dalam (QS al-An’am: 151). 
                              
                              
                      
               
Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan 
memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 
kamu memahami(nya). 
 
Kemudian berangkat dari pengaturan keturunan atau dalam kutipan KB 
dalam Islam al-Qur'an dan Hadis tidak ada nas yang sharih (clear statement) yang 
melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Akan tetapi 
persoalan ini tidak terlepas dari koridor Islam etika Islam. Banyak para ulama 
membolehkan KB dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan dan 
kesejahteraan keluarga.
48
         
 Sebab Islam ini agama  memiliki  ajaran  yang  komprehensif  dan  terinci  
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dalam masalah keluarga. Sebagaimana ada puluhan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi 
SAW yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai 
dari awal pembentukan keluarga,  hak  dan  kewajiban  masing-masing  unsur  
dalam  keluarga  hingga masalah  kewarisan  dan  perwalian.  Islam  memang  
memberikan  perhatian  besar pada penataan keluarga.  
 Sehingga para ulama memberikan syarat dengan menyangkut hukum ber 
KB sebagai pengaturan kehamilan dalam artiannya, ber KB ialah sebagai upaya 
menjarakkan anak untuk tujuan menjaga kesehatan si ibu atau dalam kaedaan 
darurat. Seperti dalam kutipan Imam al-Ghazali menyebutkan tentang pengaturan 
keturunan seperti: 
a. ‘Azl  adalah mengeluarkan  sperma  di luar  lubang  rahim,  tentunya 
ini  dengan  kesepakatan  suami-istri. Dengan menggunakan kondom 
sebagai alatnya.  
b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita 
untuk melakukan persetubuhan.
49
 
Kemudian hukum ber KB harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah, 
seperti,  
تاروظحملا حيبت ةرورضلا 
Artinya: Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. 
ريسيتلا بلجت ةقشملا 
Artinya: Kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan. 
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لازي ررضلا 
Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.
50
 
Adapun menyangkut dengan keluarga berencana, yaitu dalam upaya 
pernikahan untuk mendapatkan pengaturan keturunan. Di mana perihal ini 
menurut  kalangan ulama kepada pencegahan kehamilan (untuk mengatur jarak 
kelahiran) dalam program keluarga berencana bergantung pada illat (alasan 
hukum) tindakan itu.        
 Kemudian disamping pada metode KB itu  sendiri, mengenai alasannya 
ulama, bertolak dari dua batasan kepada program keluarga berencana; pertama, 
program KB merupakan upaya membatasi kelahiran akibat kekhawatiran akan 
keterbatasan ekonomi, takut tidak dapat makan, miskin, dan kedua, KB sebagai 
ihtiar mengatur kelahiran dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan ibu dan anak.
51
      
 Sehingga dapat ditarik sedikit kesimpulan yang bahwa Islam dapat 
membolehkan ber KB dengan catatan adanya azas sukarela, artinya yang 
bersangkutan telah ada izin antara suami dan Istri, secara sukarela. Kemudian 
adanya nilai keharmonisan, di mana adanya azas bahagia, artinya yang 
bersangkutan terikat dalam perkawinan yang sah dan harmonis, telah punya anak  
karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.   
 Jika suami isteri dalam keadaan terpaksa atau darurat (emergency), seperti 
untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak  atau ibu terhadap anak yang 
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bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan 
bayi, maka sterilisasi dengan metode vasektomi dan tubektomi diperbolehkan oleh 
Islam dan termasuk dalam kategori teori maslahah. Akan tetapi kalau tujuan ber 
KB dalam keluarga untuk pemandulan atau aborsi ini merupakan larangan oleh 
para ulama.        
 Menyangkut alat kontrasepsi untuk ber KB dapat terlihat salah satunya 
ialah dengan cara vasektomi dan tubektomi. Alat ini upaya mencegah kehamilan 
dengan cara permanen. Yang membuat sedikit menarik perhatian tentang alat 
kontrasepsi seperti vasektomi dan tubektomi dalam hukum Islam, di mana perihal 
tersebut dapat terlihat perbuatan hukumnya ini dalam Fatwa MUI Tahun 2011. 
 Adapun menurut Masjfuk Zuhdi, yang berpendapat dengan 
mengemukakan beberapa alasan, di antaranya pernyataan nyata terhadap 
sterilisasi (vasektomi dan tubektomi), bahwa hal tersebut berakibat pemandulan 
tetap. Sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut 
Islam, yakni: Perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan 
kebahagian suami isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk 
mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh 
sebagai penerus cita-citanya. Kemudian dengan perbuatan sterilisasi tersebut 
dapat mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan 
sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani atau sel telur). Melihat 
aurat orang lain (aurat besar).
52
       
 Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Komisi Fatwa 
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Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas 
kerja tentang vasektomi dan tubektomi yang disusun, serta pendapat-pendapat para 
peserta sidang, yang antara lain mengutarakan : Pemandulan dilarang oleh agama, 
vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, di Indonesia belum 
dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, tidak dapat disambung kembali. 
Berdasarkan hal demikian MUI memutuskan bahwa alat kontrasepsi vasektomi 
atau tubektomi hukumnya haram.
53
       
 Sehingga dapat disimpulkan yang bahwa menyangkut dengan pengaturan 
keturunan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di mana dalam Pasal 21 ayat 1 yang 
mengatakan kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon 
atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak 
reproduksi secara bertanggung jawab tentang:  
a.  usia ideal perkawinan;  
b.  usia ideal untuk melahirkan;  
c.  jumlah ideal anak;  
d.  jarak ideal kelahiran anak; dan  
e.  penyuluhan kesehatan reproduksi. 
Dan dalam ayat 2 disebutkan kebijakan keluarga berencana bertujuan 
untuk:  
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a.  mengatur kehamilan yang diinginkan;  
b.  menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. 
Akan tetapi kebijakan keluarga berencana dalam Undang-Undang nomor 
52 Tahun 2009, juga dipertimbangkan seperti, dalam Pasal 24 ayat 3, dibahas 
Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi 
kesehatan.          
 Dengan demikian penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana 
belum mempunyai hukum yang tetap, akan tetapi harus dipertimbangkan dan 
dipertangung jawabkan dengan nilai sosial dan agama dalam kehidupan 
masyarakat. Maka hukum pengaturan keturunan dengan cara vasektomi dan 
tubektomi dalam ketentuan undang-undang tersebut memberikan kebebasan 
kepada masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat dalam memakai alat 
tersebut harus dapat dipertimbangkan dari nilai agama, budaya, etika dan 
kesehatan.          
 Dapat disimpulkan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 
mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang berupa vasektomi dan tubektomi 
terhadap masyarakat di Indonesia dalam penggunaannya harus memperhatikan 
ketentuan agama, budaya dan etika yang berkembang serta kondisi kesehatan baik 
suami atau istri, maka hukum vasektomi dan tubektomi belum mempunyai hukum 
yang tetap.           
  Penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dalam hukum Islam 
harus mempertimbangkan Fatwa MUI tahun 2011 yang sudah jelas melarang 
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pengaturan keturunan dengan cara permanen, tidak dapat dipergunakan sebagai 
alat kontrasepsi keluarga berencana menurut agama. Dengan alasan ialah sebab 
berlawanan dengan ajaran Islam, karena sikap dan tindakan dalam perkawinan 
yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan  atau dengan merusak atau 
merubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, mengangkat. 
Kemudian juga dapat menyebabkan pemandulan permanen.   
 Dengan mengingat sebagaimana Islam itu melarang dengan keras baik 
perbuatan maupun tindak tanduk yang merusak jiwa dan raga manusia itu haram, 
seperti indikasi yang bernuansa dengan perbuatan itu, yaitu: al-Qur’an surah al-
Baqarah ayat 195: 
                     
Artinya: ,,,dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan,  
 Dan dalam surah al-‘Araaf ayat 56:  
          
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya, 
 Kemudian juga tergabar larangan perbuatan merusak diri dan orang lain 
seperti dalam kaidah umum yang berbunyi: 
ررضلا لازي 
Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan, 
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 Sehingga dari beberapa indikasi serta dalil yang mengharamkan perbuatan 
dengan merusak dan memudaratkan diri ataupun orang lain, maka fatwa MUI 
1997 mengenai vasektomi dan tubektomi dinyatakan haram ketetapan hukumnya. 
Dan sampai kinipun ketentuan vasektomi dan tubektomi belum dapat dibenarkan 
oleh Islam. Sebab dalam satu kutipan ahli kandungan mengatakan bahwa alat 
kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dapat dipulihkan kembali, akan tetapi dalam 
kenyataannya kemungkinan pulih terlalu kecil, atau belum bisa 
dipertanggungjawabkan.
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 Akan tetapi dalam beberapa kutipan yang menyangkut dengan vasektomi 
dan tubektomi, di mana menurut wacana para pakar kedokteran telah menemukan 
jalan alternatif terbaik untuk pelaksanaan vasektomi dan tubektomi, di mana alat 
tersebut ternyata tidak lagi bersifat pemandulan abadi, melainkan dari hasil 
teknologi ilmu kedokteran sterilisasi melalui kedua metode ini dapat dibuka dan 
disambung lagi secara aman (rekanalisasi).       
 Namun sampai sekarang di Indonesia belum ada perihal yang pasti 
menyangkut dengan pemulihan kembali mengenai proses pemandulan. Maka oleh 
sebab itu alat kontrasepsi  yang  dibenarkan  menurut  hukum  Islam  adalah  yang 
cara  kerjanya  mencegah  kehamilan,  bersifat  sementara  (tidak permanen) dan 
dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak  
haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh  
memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat  ia dibolehkan.  
 Akan tetapi jika perihal tersebut telah benar dapat dibuktikan, 
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Press, 1999), hlm. 167. 
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kemungkinan alat kontrasepsi yang berupa vasektomi dan tubektomi dapat 
bergeser status hukumnya yang semula haram karena membawa dampak 
pemandulan permanen terhadap suami atau isteri sehingga bertentangan dengan 
konsep hukum perkawinan dalam Islam, yakni memperoleh keturunan, maka pada 
saat ini ditemukan bahwa vasektomi dan tubektomi bisa kembali disambung (tidak 
pemandulan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hukum 
Islam. 
3.4 Analisis  
Dari beberapa indikasi di atas yang menyangkut dengan kedudukan alat 
kontrasepsi vasektomi dan tubektomi terhadap keluarga berencana, sebagaimana 
diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Keluarga 
Berencana, jika masyarakat di Indonesia mengunakan alat kontrasepsi keluarga 
berencana harus dapat dipertimbangkan dengan nilai dan norma sosial dan agama, 
serta kesehatan. Artinya, kedudukan vasektomi dan tubektomi dalam undang-
undang tersebut harus juga dirujuk kepada peraturan nilai-nilai agama masyarakat.
 Penggunaan alat kontrasepsi yang berbentuk vasektomi dan tubektomi 
tersebut harus sesuai dengan asas hukum Islam. Adapun asas hukum Islam, dapat 
ditemukan dalam fatwa MUI tahun 2011 tentang Keharaman vasektomi dan 
tubektomi. Dengan demikian cara pengaturan keturunan melalui alat kontrasepsi 
dalam keluarga berencana seperti vasektomi dan tubektomi tidak sesuai dengan 
hukum Islam. Vasektomi dan tubektomi dapat menyebabkan para suami dan istri 
mandul permanen, sehingga tidak sesuai dengan tujuan berkeluarga yaitu untuk 
memperbanyak keturunan.      
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 Kendatipun demikian dalam ilmu teknologi kedokteran sudah ditemukan 
hasil yang membuat alat kontrasepsi yang berupa vasektomi dan tubektomi tidak 
membuat kemandulan permanen, maka dengan pembuktian medis kedudukan 
hukum vasektomi dan tubektomi dalam hukum Islam berubah, artinya sudah ada 
penemuan baru yang menggeser posisi hukum akibat dari ketiadaan i’llat. Akan 
tetapi di Indonesia belum dapat dibuktikan dengan akurat, masih sekedar wacana, 
dalam arti belum ada satupun yang sudah dapat dikembalikan kemandulan abadi 
baik suami atau isteri akibat alat kontrasepsi tersebut, dengan bukti yang nyata 
secara medis. Maka hukum penggunaan alat kontrasepsi tersebut masih berlaku 
hukum tidak boleh. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
Bab ini merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab 
ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan 
memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini. 
4.1 Kesimpulan 
1. Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Keluarga Berencana dapat disimpulkan kedudukan hukum penggunaan 
alat kontrasepsi seperti vasektomi dan tubektomi boleh dipergunakan, 
dengan catatan sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan denga cara yang dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi 
kesehatan. 
2. Menurut Fatwa MUI Tahun 2011 Tentang Hukum Vasektomi dan 
Tubektomi hukumnya haram, dengan alasan hukum, pemandulan dilarang 
oleh agama, vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, 
dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi 
dapat disambung kembali, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai 
syari’at. 
3. Dalam kategori teori maslahah mursalah  Jika suami isteri dalam 
keadaan terpaksa atau darurat (emergency), seperti untuk menghindari 
penurunan penyakit dari bapak  atau ibu terhadap anak yang bakal lahir, 
atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, 
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maka sterilisasi dengan metode vasektomi dan tubektomi diperbolehkan 
oleh Islam, dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan dan 
kesejahteraan keluarga. Dalam ilmu kedokteran sudah ditemukan bahwa 
alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dapat dipulihkan kembali, 
artinya tidak membuat kemandulan abadi bagi suami dan istri. Akan tetapi 
perihal tersebut di Indonesia belum dapat dibuktikan kebenarannya dengan 
akurat secara medis. Selama pembuktiannya belum dapat dibuktikan maka 
umat muslim di Indonesia haram menggunakannya, dan dilarang oleh 
Undang Undang. Dan bagi keluarga berencana yang menggunakan alat 
vasektomi dan tubektomi harus memperhatikan ketentuan agama, sebab 
agama dengan tegas dan jelas melarang alat tersebut, karena dapat 
melanggar norma-norma agama. 
4.2 Saran  
Permasalahan-permasalah kontemporer dewasa ini sebenarnya masih 
banyak yang belum tergali. Permasalahan vasektomi dan tubektomi merupakan 
sebagian kecil dari permasalahan modern yang timbul dimasa ini. Tetapi kajian ini 
dengan segala keterbatasan penulis, dapat menjadi kontribusi yang sangat 
berharga untuk mengetahui kedudukan hukum vasektomi dan tubektomi dalam 
hukum Islam.         
 Untuk itu segala yang penulis simpulkan bukanlah sebuah akhir dalam 
kajian ini, yang dapat membuka peluang untuk dilakukan kajian ulang, melainkan 
segala tulisan-tulisan yang telah ada dalam skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan karena keterbatasan potensial keilmuan yang penulis miliki. Sebelum 
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peneliti mengakhiri skripsi ini, penyusun akan mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Disarankan kepada pasangan suami istri yang ingin menentukan 
pengaturan keturunanan demi kesehatan keluarga, tidak boleh 
dilakukan dengan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi karena di 
Indonesia belum bisa dibuktikan vasektomi dan tubektomi dapat 
disambung kembali. 
2. Pasangan suami istri yang hendak menggunakan alat kontrasepsi 
seperti vasektomi dan tubektomi harus senantiasa memperhatikan 
keharmonisan dalam keluarga masing-masing, dan melihat kondisi 
kesehatan serta keselamatan dan kesejahteraan keluarga, kemudian 
kedua belah pihak antara suami dan istri merestuinya, hal itu perlu 
dijaga kdemi kebahagiaan keluarga, dengan harapan menjadi keluarga 
yang sakinah mawaddah warahmah. 
3. Dan juga bagi petugas medis harus mengetahui betul hukum 
penggunaan alat kontrasepsi seperti vasektomi dan tubektomi supaya 
tidak melanggar dari hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun 
Undakng Undang. 
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